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BUPATI TOR.A"IA UTARA
PROVINSI SI'LAWESI SELATAN'

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENAN(3ANAN
ANAK TIDAK SEKOLAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EfiA

BUPATI TORAJA UTARA,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber
daya manusia di Kabupaten Toraja Utara, perlu
dilakukan penanganan secara intensif terhadap anak
tidak sekolah melalui rencana aksi daerah
percepatan penanganan anak tidak s:kolah;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tor:rja Utara perlu
mengupayakan agar setiap warga N egara Indonesia
usia wajib bel4jar mengikuti program wajib belajar;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahrrn 200g tentang
Wajib Belajar, Pemerintah Daerah menjamin
terselenggaranya program wajib belaj,ar minimal pada
jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangarr sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Percepatan penanganan Anal< Tidak Sekolah
Talrun 2023-2026;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lenrbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO:i Nomor Zg,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 43Ol);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahurr 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (l,embaran Nr:gara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahurt 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran lrlegara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor it44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor (i Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Keqia menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2t023 Nomor 41,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2O0g tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Rep,ublik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 200g tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran N egara Republik
Indonesia Tahun 20O8 Nomor 9l );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahurn 2010 tentang
Pengelolaan dan penyelenggaraa:n pendidikan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimanil telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas peratura.n pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor lI2,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

B. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7l

2



a

Tahun 2O2A tentang Rencana Aksi Percepatan

Penanganan Anak Tidak Sekolah (Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2A2'A Nomor 71);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja. Utara Nomor 4

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-.2030 (Lembaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2010

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor L3

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

Tahun zArc Nomor 13, Lembaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Nomor 70);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja, Utara Nomor 3
Tahun 2A2L tentang Rencana Pembrmgunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Torqja Utara
Tahun 2A2l-2026 (l,embaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 120).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PERCEPATAN PENANGANAI\I ANAK TIDAK
SEKOLAH TAHUN 2A23-2A26.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimak:lud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
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penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada

jalur formal, nonformal dan infornral pada setiap

jenjang dan jenis pendidikan.

6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten

Toraja Utara.

7. Kelurahan/Lembang adalah Kelurahanllembang di

Kabupaten Toraja Utara.

B. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak

Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat

RAD-PPATS adalah dokumen perencanaan selama

yang memuat kebijakan, strategi, kegiatan dan

anggaran daerah yang menjadi rujukan bagi

Pemerintah Daerah, Pemerintah ,Kecamatan dan

Pemerintah Kelurahan/Lembang dalam rangka

Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang

melandasi jenjang pendidikan mene.ngah, berbentuk

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)

atau bentuk lain yang sederajat.

10. Pendidikan Menengah adaiah Jenjang Pendidikan
pada jalur Pendidikan Formal yimg merupakan

lanjutan Pendidikan Dasar.

ll.Pendidikan Formal adalah jalur prendidikan yang

terstruktur dan berjenjang yan,g terdiri atas
pendidikan dasar, pendidikan :menengah dan
pendidikan tinggi.

12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar
pendidikan formal yang dapat dilaktsanakan secara

terstruktur dan berjenjang.

13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan
keluarga dan lingkungan.

14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan
pelaksanaan komponen sistem pr:ndidikan pada

satuan atau program pendidikan pacla jalur, jenjang,

dan jenis pendidikan agar proses pr:ndidikan dapat
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berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan

nasional.

15. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan

kewenangan dalam penyelenggaraan sistem

pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kotil, penyelenggara

pendidikan yang didirikan masyaral<at, dan satuan

pendidikan agar proses pentlidikan dapat

berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan

nasional.

16. Pelatihan adalah pelatihan anak tidak sekolah

jenjang Pendidikan Dasar dan menengah dalam

rangka peningkatan kompetensi.

17. Anak Tidak Sekolah yang selanjutny'a disingkat ATS

adalah anak usia sekolah yang tidak tercatat, tidak

belajar dan/atau tidak menempuh jenjang

pendidikan pada Sekolah Dasar dan Madrasah

Ibtidaiyah atau sedera-jat, Sekolah Menengah Pertama

atau Madrasah Tsanawiyah atau sedera-jat, Sekolah

Menengah Atas atau Madrasah .Aliyah, Sekolah

Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan

atau bentuk lain yang sedera-jat.

18. Anak Putus Sekolah adalah peserta didik yang 6
(enam) bulan berturut-turut ata,u lebih tidak
mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan
putus sekolah oleh satuan pendidil.:an berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

19. Anak Yang Lulus Tidak l,anjut Sekolah adalah
peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di
jenjang Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau
sederajat dan Sekolah Menengah Pertama atau
Madarasah Tsanawiyah atau rsederajat yang

dibuktikan dengan ijazah tetapi tidak melanjutkan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggr.

20. Standar Pelayanan Minimal yarng selanjutnya
disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara
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minimal untuk memberikan pelayaniill publik secara

maksimal kepada masyarakat yang berorientasi

terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini, untuk:
a. menjadi pedoman dalam penanganarr ATS di Daerah;

dan

b. mewujudkan koordinasi yang lebih efektif dalam

upaya Penanganan ATS.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini, untuk sebagai pedoman

dalam:

a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

b. mendorong pencapaian Indikator Ke:rja Utama {IKU)

dan lndikator Kerja Kunci (IKK); dan

c. mendorong penyelesaian masalah ATS.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. penyelenggaraan;

b. pengelolaan;

c. sasaran;

d. dokumen;

. jaminan wajib belajar;

peran serta masyarakat;

pembinaan dan pengawasan;

pelaporan;

kedasama; dan

pendanaan.

(1) RAD-PPATS

Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN

RAD-PPATS

Pasal 5

diselenggarakan olerh Pemerintah

(2) RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan pada jalur pendidikan Formal,

e

f.

g.

h

i.

i.
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Nonformal, dan Informal.
(3) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada

ayat (21meliputi:

a. Sekolah Dasar/ sederajat; dan

b. Sekolah Menengah Pertama/SLTI,.
(4) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada

ayat l2l meliputi:

a. program paket A yaitu program pendidikan dasar
yang setara sekolah dasar;

b. program paket B yaitu program uajib bel4far yang
setara SMP;

c. program paket C yaitu program pendidikan yang
setara dengan SMA; dan

d. bentuk lain yang sedera-iat.

(5) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 meliputi kegiatan yang dilakukan oleh
keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan
beiajar secara mandiri.

(6) Bupati melalui Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang
Pendidikan melakukan koordinasi terhadap
penyelenggaraan RAD-PPATS jatur pendidikan

Formal dan Nonformal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) pada pendidilan Dasar yang
diselenggarakan oleh pemerinta.h Kecamatan,
Pemerintah Kelurahan/ kmbang dan masyarakat.

(7) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diselenggarakan sesuai de:rgan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ayat (6) dilakukan melalui kegiatan:
a. pendataan ATS;

b. monitoring pendataan;

c. penginputan data;
d. rekonfirmasi data;
e. penetapan ATS hasil rekonfirmasi;
f. pengadministrasian ATS;
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g. pend.aftaran ATS pada satuan p(sndidikan untuk

mengikuti pembelajaran;

h. monitoring ATS yang kembali bel"sekolah;

i. memastikan ATS mendapat tempat pada

satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan

anak; dan
j. penyusunan laporan pengembalian ATS.

Pasal 7

(1) Satuan Pendidikan yang m,:nyelenggarakan

RAD-PPATS wajib menjamin l<eberlangsungan

pelaksanaan RAD-PPATS yang bermutu dan

memenuhi standar nasional pendidikan.

(2) Satuan Pendidikan wajib menerima peserta didik
program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya

tanpa diskriminasi sesuai daya lampung satuan
pendidikan yang bersangkutan.

(3) Pemerintah Daerah melaiui PerangkeLt Daerah terkait
wajib memastikan ATS mendapa[ tempat pada

satuan pendidikan sesuai dengan l<ebutuhan anak

dan berkoordinasi dengan satuan perrdidikan dimana

anak akan bersekolah.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan RAD-PPATS dirlasarkan pada

kebijakan nasional bidang pr:ndidikan dan

memperhatikan kearifan lokal.

(2) Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanalan berdasarkan

Standar Pelayanan Minimal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan

Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat {21

dilaksanakan sesuai dengan keterrtuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. penanaman nilai-nilai budaya Toraja;

b. pelatihan keterampilan mengukir dan menenun;
dan/atau

c. kearifan lokal lainnya sesuai konclisi Daerah.
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BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 9

(1) Pengelolaan RAD-PPATS menjadi tanggungjawab

Bupati.

(2) Tanggungjawab pengelolaan RAD-PPATS

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan Pemerintahan dibidang pendidikan.

(3) Bupati dalam melakukan pengelola"an RAD-PPATS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk

tim keq'a.

(a) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri dari:

a. tim koordinasi; dan

b. tim pelaksana

{5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf a keanggotaannFa terdiri dari
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan dengan perangkat

daerah terkait, yang keanggotaannya ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh

Sekretaris Daerah.

{6) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 4
huruf b keanggotaannya terdiri dari Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan,
urusan pemberdayaan masyarakat lembang, urusan
sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, urusan tena,ga kery'a, dan
perangkat daerah terkait lainnya lrang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(7) Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (a) huruf a adalah:

a. melaksanakan koordinasi terkait percepatan

penanganan ATS;

b. merumuskan kebijakan; dan
c. melaksanakan tugas lainnya sehubungan dengan

kegiatan koordinasi PPATS.
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(8) Tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat {4} huruf b adalah:

a. melaksanakan dukungan administrasi teknis;

b. pengolahan data ATS;

c. melakukan fasilitasi pengembalian ATS;

d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan penanganan ATS; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sehubungan dengan

pelaksanaan PPATS.

(9) Dalam melaksanakan tugasnya:

a. tim koordinasi dibantu oleh sekretariat pada

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan

Daerah; dan

b. tim pelaksana dibantu oleh sekretariat pada

Perangkat Daerah yang menyelen5garakan urusan
pendidikan.

BAB IV

SASARAN

Pasal 10

(1) Sasaran RAD-PPATS meliputi:

a. anak belum pernah sekolah;

b. anak putus sekolah; dan

c. anak yang lulus tidak lanjut sekolah.

(2) Rekonfirmasi data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf d diklasi{ikasi berdasarkan isu:

a. anak yang bekeq'a dan pekerja anak;
b. anak terlantar;

c. anak dalam perkawinan anak;

d. anak penyandang disabilitas;

e. anak yang mengalami kekerasan;

f. faktor ketidakmampuan ekonomi; dan
g. anak yang mengalami permasalahan sosial.
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BAB V

DOKUMEN

Pasal 1 1

(1) RAD-PPATS merupakan dokume.n perencanaan

Daerah yang memuat kebijakan, program dan

kegiatan Pembangunan Berkelanjuta,n Daerah untuk
periode 2A23-2A26.

(2) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran 'fang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada

ayat {2}, terdiri atas:

a. BABI :Pendahuluan;

b. BAB II : Gambaran Umum pendidikan;

c. BAB III : Strategi Pendataarr Anak Tidak

Sekolah;

d. BAB IV : Analisis Situasi Anak Tidak

Sekolah;

e. BAB V : Rencana Aksi Dae,rah percepatan

Penanganan Anak Tidak Sekolah;

f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi Rencana

Aksi Daerah; dan

g. BAB VII : Penutup.

BAB VI

JAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah menjamin l,reberlangsungan

pelaksanaan RAD-PPATS minimal pada jedang
Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya.

{2} Setiap orang tua/wali peserta didik wajib
menyekolahkan anaknya dan/atau anak walinya
sampai lulus pendidikan menengah pr:rtama.

(3) Peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu
membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada
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ayat (2), dapat diberikan bantuan biaya pendidikan

oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Setiap orang dapat berperan serta dalam

penyelenggaraan RAD-PPATS.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksutl pada ayat (U
dalam bentuk:

a. bantuan beasiswa;

b. bantuan kebutuhan peserta didik;

c. bantuan fasilitas pembelajaran; danlatau
d. pengawasan peserta didik di .[uar lingkungan

sekolah pada jam belajar.

(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat t2)
huruf a, huruf b dan huruf c, disaluikan melalui:

a. Pemerintah Daerah; atau
b. Satuan Pendidikan.

(4) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat {21 huruf b dan huruf c sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Satuan pendidikan yang memfasilitasi penyaluran
bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b, wajib melaporkan kepada Btrpati.
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (S)

dilakukan setiap triwulan.

{7} Pengawasan peserta didik di luar lingkungan sekolah
pada jam belajar sebagaimana rlimaksud pada
ayat (2) huruf d dalam bentuk:
a. melaporkan kepada satuan p,endidikan yang

bersangkutan; dan/atau
b. melaporkan kepada perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pe,ndidikan atau
ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat.
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BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Bupati berkewajiban melakukan p,smbinaan dan

pengawasan terhadap penyelenggarazrn RAD-PPATS.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Dinas Pendidikan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 15

(1) Tim Kerja Pengelolaan RAD-PPAT'S sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) wajib membuat dan

menyampaikan laporan Pengelolaan RAD-PPATS

kepada Bupati.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan paling lama 6 (enam) builan sekali.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 16

(1) Dalam penyelenggaraan RAD-PPA'IS, Pemerintah

Daerah dapat melakukan kerjasama.

i2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dengan:

a. pemerintah daerah lain;

b. pihak ketiga; dan/atau
c. lembaga non pemerintah lainnya.

{3) Kerjasalna sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

dilaksanakan sesuai dengan keten,tuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 17

(1) Pendanaan pelaksanaan RAD-PPATS dapat
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Lembang (APBL), Anggaran Pendapatan dan Belanja
' Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) lerta sumber lain yang sah

dan tidak mengikat sesuai derrgan ketentuan

peraturan perundapg-undangan.
f?) Penrianeen neleksanaa.n RAD-PPATS melalui APBL

diantaianya bersumber dari Danir Desa yang

' ditetapkan melalui musyawarah lemt,ang.

(3) Pendanaan pelaksanaarl RAD-PPATIi melalui APBD

Kabupaten yang diperuntukkan bagr Kelurahan

dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati

Pasal 18

ini ' mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang ' mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupd.ten

Torqja Utara. .

Ditetapkan di Rantepao
18 Desember'2023

{r_ -4
RAJA UTARA,

BASSANG,

Diundangken di Rantepao
18 Desember 2O23

DAERAH
A IJTARA,

I
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KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2T123 NOMOR 18.
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARI\
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATI\N PENANGANAN
ANAK TIDAK SEKOLAH TAHUN 2023..2026

BAB I
PENDATTULUAN

1.1. Kondisi Geografls Kabupaten ToraJa Utara

Kabupaten Torqja Utara, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi

Sulawesi Selatan yang terletak kurang lebih 329 km di rsebelah Utara Kota
Makassar (Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara astronomis.
Kabupaten Toraja Utara terletak antara 2"-3o Linlang Selatan dan
119'-120' Bujur Timur, tinggr wiiayah sekitar 779-lti46 meter di atas
permukaan laut, masing-masing berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Provinsl Sulawesi Barat
Sebelah Timur : Kota Palopo dan Kabupaten Luwu

Sebelah Selatan: Kabupaten Tana Toraja

Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 1.1
Peta Admlnistrasi Kabupaten ToraJa Utara

Sumber : RPJMD KabupatenToraja Utara Tahun 2O2t_2O26
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Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151 , 47 Km2, yang

terbagi dalam 21 kecamatan. Luas wilayah masing-masing kecamatan dapat

dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi

Kabupaten Toraja Utara Menurut Kecam,atan

Sumber: RPJMD Toraja Utara Tahun 202l-2026

Kecamatan Baruppu' dan Kecamatan Buntu pepa*an merupakan 2
kecamatan terluas dengan luas masing-masing r62,tz km persegi dan
131,72 km persegi. Penjumlahan luas daxi 2 kecamata:r tersebut adalah
mencapai 25,52 persen dari seluruh wilayah Toraja Utara. Sementara
kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecanratan Tallunglipu
dengan luas 0,82 km persegi.

1 Sopai 47.64 I
2 Kesu' 26.00 7
3 Sanggalangi 39.00 6
4 Buntao 49.50 6
5 Rantebua 84.84 7
6 Nanggala 68.00 9
7 Tondon 36.00 4
8 Tallunglipu 9.42 7
9 Rantepao 1o.29 11
10 Tikala 23.44 7
11 Sesean 40.05 9
t2 Balusu 46.5t 7
13 Sa'dan 80.49 10
l4 ,Bangkelekila 21.00 4
15 Sesean Suloara 21.68 5
16 Kapala Pitu 47.27 6
l7 Dende Piongan Napo 77.49 8
18 Awan Rante Karua 54.71 4
19 Rindingallo 74.2s 9
20 Buntu Pepasan t3r.72 13
2l Baruppu' 162.17 4

ToraJa Utara 1.1s1.47 151
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Wilayah administratif Kabupaten Tora-ja Utara yatlg terdiri dari 2l

kecamatan, 111 lembang, dan 40 kelurahan, dapat dilihat pada Tabel 1.2

sebagai berikut:
?abel 1.2

Kecamatan, Lembang dan Kelurahan di Kabupaterr Toraja Utara

. Lembang Salu

. Lembang SaIu Sopai

. Lembang Nonongan Selatan

. l,embang Tombang t^a.ngda

. Lembang Marante

. Lembang Langda

. Lembang Salu Sarre

. Kelurahan
Nc,nongan UtaraSopai

2 Kesu'

. Lembang Tallu Lolo

. Lembang Sangbua

. Lembang Angin-angin

. Lembang Tadongkon

. Lembang Rinding Batu

. Kelurahan Batan

. Kelurahan
Pantanakan Lolo

3 Sanggalangi

. Lembang Pata'padan

. Lembang Buntu Labo

. l.embang Labo

. Lembang Tallung Penanian

. kmbang Tandung Labo

. Ke,lurahan
Pa.'paelean

4 Buntao

. Lembang Sapan Kua Kua

. Lembang Misa Babana

. Lembang Issong Ka1ua

. Lembang Rinding Kila

. Ke,lurahan Tallang
Surra

. Kerlurahan
Tongkonan Basse

5 Rantebua

' Lembang Rante Bua
. Lembang Rantebua

Sanggalangi
. Lembang Pitung Penanian
. Lembang Rantebua Sumalu
. I-embang Makuan Pare

. Ke,lurahan Bokin

. Ke:lurahan Buangin

6 Nanggala

. Lembang Lili Kira

. Lembang Karre Limbong

. Lembang Karre Penanian

. Lembang Rante

. Lembang Nanggala

. l,embang Basokan

. Lembang Tandung Nanggala
Lembang NannaI

. Ke,lurahan
Sangpiak Salu

7 Tondon

. Lembang Tondon Matallo

. Lembang L,angi

. Lembang Sibata

. Lembang Tondon

8 Tallunglipu . Lembang Buntu Tallunglipu

. Kelurahan
Tallunglipu

. Kelurahan
Tallunglipu

Tagari
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. Kelurahan
Tantanan

' Kerlurahan Tampo
. Ke:lurahan

Tallunglipu Matallo
. Ke:lurahan

ReLntepaku

9 Rantepao
. Lembang Limbong
, Lembang Saloso

. Ke:lurahan
Rantepao

. Ke,lurahan
ReLntepasele

. Ke,lurahan
Mentirotiku

. Kelurahan Malango
, Kelurahan Laang

Tanduk
. Kelurahan Singki
. Kelurahan Pasele
. Kelurahan Karassik
. Kelurahan

Penanian

10 Tikala

. L,embang Embatau

. l.embang Buntu Batu. Lembang Sereale

. Lembang Pangden
Kado To Ria

. Kelurahan Buntu
Barana

. Kelurahan Tikala

11 Sesean

. Lembang Buntu Lobo. l,embang Parinding

. Lembang Bori lombongan

. lembang Ranteletok

. Kelurahan Pangli
, Kelurahan Pangli

Selatan
. Kelurahan Bori
. Kelurahan Deri
. Kelurahan Palawa

t2 Balusu

. Lembang Lili Kira Ao Gading. l,embang Palangi

. Lembang Awa Kawasik

. Iembang Karua

. Lembang Balusu
Bangunlipu

. Ke,lurahan Balusu

. KeLlurahan Tagari

13 Sa'dan

. Lembang Sadan Tiroallo. l.embang Sadan Andulan. Lembang Sadan Pebulian. l,embang Sangkaropi. Sadan Ballo pasange

. Lembang Sadan Likulambe. Lembang Sadan
Pesondongan

Sadan Ulusalu

r Kelurahan Sadan
Malimbong

. Kelurahan Sadan
Matallo

l4 ,Bangkelekila

. Lembang Tampan Bonga. Lembang Bangkelekila

. Lembang Batu Limbong
I To
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Sesean
Suloara

. Lembang Suloara

. Lembang Landorundun

. Lembang Tonga'Riu
, l,embang Sesean Matallo
. Lembang Lempo

i6 Kapala Pitu

. Lembang Benteng Maullu

. Lembang Benteng Kado

. l,embang Kantu Poya

. Lembang Kapala Pitu

. Lembang Sikuku

. Lembang Polopadang

t7 Dende
Piongan Napo

. I-embang Dende

. Lembang Piongan

. L,embang Kapolang
' Lembang Paku
. Lembang Madong
' L,embang Buntu Tagari
. Lembang Parinding

. Kelurahan Pasang

18
Awan Rante
Karua

. Lembang l,ondong Biang

. Lembang Batu lotong

. Lembang Awan
I Buntu Karua

t9 Rindingallo

, I-embang Ampang Batu
, kmbang Buntu Batu
. lembang Bululangkan
. Lembang Rindingallo
. Lembang Loko Uru. l,embang Maiting
. Lemlang Lempo Poton

. Kelurahan Pangala
Utara

. Kelurahan Pangala

20 Buntu
Pepasan

. Lembang Pangkung Batu

. Lembang Sarambu

. kmbang Talimbangan

. Lembang Roroan Barra
Barra

. Lembang Ponglu
r Lembang Batu Busa
. Lembang Paonganan
. Lembang Parandangan
. Lembang Rante Uma
. Lembang Pulu Pulu
. lembang Buntu Minanga
. Lembang Pengkaroan

Manuk

. Kelurahan Sapan

2l )Baruppu
. Baruppu'Benteng Batu. Lembang Baruppu' Utara. Lembang Baruppu'Parodo

. Kelurahan
Baruppu'Selatan

Sumber: Permendagri 72 Tahun 2019, diolah

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, dapat dilihat ,bahwa Kecamatan
Buntupepasan memiliki lembang terbanyak, yang terdiri dari 12 lembang.

L9
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Untuk kecamatan yang memiliki jumlah lembang perling sedikit adalah

Kecamatan Rantepao, dengan jumlah 2 lembang. Sementara untuk jumlah

kelurahan terbanyak berada di wilayah Kecamatan Rantepao, sebanyak 9
kelurahan, dan kelurahan paling sedikit berada di wilayah Kecamatan

Baruppu', Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Dende Piongan Napo,

Kecamatan Nanggala, Kecamatan Sanggalangi, dan Kec:amatan Sopai yang

masing-masing terdiri dari 1 kelurahan.

Wilayah Kabupaten Toraja Utara jika dilihat dari sisi geografis, masuk
pada kategori wilayah kesulitan geografis yang tinggi. Ftal ini dapat dilihat
pada Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kabupaten Tora-jer Utara tahun 2O2l
berada pada angka 3.64. Angka ini menunjukkan bahwa seroakin tinggi nilai
IKG, semakin sulit masyarakat dalam mengakses laya:nan dasar di desa.

Adapun wilayah di Kabupaten Toraja Utara yang masuk pada IKG tinggi
dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.2
Gambaran Indeks Kesulitan Geografls Keca,matan

Dt Kabupaten ToraJa Utara

Pilih Prcvinsi
Sulnwesr Selolar

Pilih [aburEtery'Xota
Ioidia Utara
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Berdasarkan data pada Gambar L.2, terdapat 5 kecarnatan yang berada
pada posisi tingkat kesulitan geografis proritas I, yaitu : I(ecamatan Sadan,
Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Dende piongan Napo, Kecamatan
Baruppu' dan Kecamatan Awan Rantekarua. Dalam hal irri kecamatan yang
masuk pada kategori wilayah prioritas I, memiliki kesulitan geografis
yang tinggi.
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1.2. Kondisi Penduduk Kabupaten Toraja Utara

Jumlah penduduk di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2A22 adalah

268.l98jiwa yang terdiri dari 136.998 jiwa penduduk laki-laki dan 131.200

jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara

berdasarkan kelompok umur disajikan pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk ToraJa Utara Berdasarkan Jenis Kelamln Tahun 2A22

Sumber Kabupaten Torqja Utara Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 jumlah penduduk usia sekolah
rentang umur 5-19 tahun pada tahun 2022, yakni : usia 5-9 sebanyak
22.989 jiwa atau 8.57Vo dari total jumlah penduduk: yang terdiri dari
11.750 laki-laki dan 11.239 perempuan. Untuk usia 10-14 tahun sebanyak
26.814jiwa atau 9.99olo dari total jumlah penduduk yang terdiri dari 13.728
laki-laki dan 13.086 perempuan. Untuk usia 15-19 tahun sebanyak 28.015
jiwa atau 10.44 persen dari total jumlah penduduk, yffig terdiri dari 14.691
laki-laki dan 13.324 perempuan.

a-4 \1,652 11,o"z7 22,679
5-9 1 1,750 ll,2.3g 22,989

10- 14 L3,728 13,0136 26,814
15-19 "14,691 13,3"24 28,015
2A-24 13,283 12,3,+5 25,628
25-29 10,919 10,0t53 24,992
30-34 9,658 8,94.6 19,604
35-39 8,826 8,06,6 L6,892
4A-44 8,436 8,016 16,452
45-49 7,856 6,99t4 14,950
50-54 6,464 6,72:9 12,5Bg
55-59 5,097 5,05;2 1o,149
60-64 4,412 5,096 9,508
65-69 3,857 4 1 Ct7 7,964
70-74 3,057 3,369 6,425
75+ 3,316 4,342 7,658

Total 136,998 131,2tOO 268,lgg
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1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupalen Toraja Utara
bertujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan rnanusia. Indikator
yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangu:nan manusia pada

satu daerah dapat dilihat pada nilai indeks pembeLngunan manusia.

Perkembangan indeks pembangunan manusia tahun 2O20-2022 dapat
dilihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut:

Gambar 1.3
Indlkator Pembangunan Manusia

Kabupaten ToraJa Utara Tahun 2O2O-2Qt22

70,36

69,7 5

69,33
69,40

69,20

69,00

68,80
2020 2021 2022

Sumber : IPM Provinsi Sulawessi Selatan Tahun 2O23, diolah

Pada tahun 2O2O, capatan IpM Kabupaten Tor4i{r Utara berada di
angka 69,33 dan terus meningkat hingga mencapai artg.ka 69,75 di tahun
2021. Dalam kurun waktu tahun 2020-2021, IpM Kabupaten Toraja utara
masuk pada kategori sedang. capaian IpM terus mengrrami peningkatan
menjadi 70,36 pada tahun 2O22. Capaian ta},un 2022 dil<ategorikan tinggi,
hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan
dengan pembangunan manusia semakin membaik. pertumbuhan IpM ini
merupakan hasil pertumbuhan positif dari tiap komponen penyusun IpM
dari tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonorni/daya beri, yang
dapat dilihat pada Tabel 1.4 sebagai berikut:

r,60

t,40

"20
,00

7{

7C

7t

7C

69,40

69,60

E
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L I{ESEHATAI![

a Indeks Kesehatan 82.14 82.17 82.54

b Umur Harapan Hidup 73.39 73.41 73.65

2 PEUDIDII(AN

a indeks Pendidikan 63.70 64.69 64.78

b Harapan Lama Sekolah 13.38 13.39 13.41

c Rata-Rata Lama Sekolah 7.96 8.25 8.26

3 HIDUP LAYAK

o- Indeks Daya Beli 63.69 63.82 65.15

b Pengeluaran Per Kapital tahun 8,097 8,134 8,494

IPM 69.33 69.7s 70.96

Tabel 1.4
Komponen Indelrs Pembangunan Manusia Tahunr 2A2O-2O22

Sumber : Data BPS 2023, diolah

Berdasarkan data pada Tabel L,4, komponen IpM pada bidang
pendidikan pada kurun waktu tahun 2O2O-2O22 terus mengalami
peningkatan baik itu indikator harapan lama sekolaLh (HLS) maupun
indikator rata-rata lama sekolah {RLS).

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari Rencana Aksi Daerah (RAD) ini antara lain:
1' menjadi pedoman dalam penanganan anak tiitak sekolah; dan
2. mewujudkan koordinasi yang lebih efektif dalam upaya

penanganan anak tidak sekolah.

b. Tujuan dari Rencana Aksi Daerah {RAD) ini antara lain:
L. meningkatikan kualitas sumber daya manusiai;

2. mendorong pencapaian Indikator Kerja Utama (IKU) dan
Indikator Keda Kunci (IKK); dan

3. mendorong penyelesaian masalah anak tidak s;ekolah.
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1.5. Ruang Lingkup dan Sasaran

Ruang lingkup atau cakupan penyusunan dokumen rencana aksi
daerah dalam penanganal anak tidak sekolah adalah:

a. Anak Tidak Sekolah yang disingkat ATS, yaitu anak usia sekolah dasar

sederqjat, sekolah menengah pertama sederajat, dan sekolah menengah

atas sederajat (7-18 tahun) yang:
. Tidak/belum pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat,

SMPIMTs sederajat, atau SMA/MA sederajat;
. Putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya di

jenjang SD/MI sederqjat, atau SMp/MTs sederqiat, atau SMA/MA
sederajat;

. Lulus pada suatu jenjang pendidikan (SD/MI sederajat, atau
SMP/MTs sederajat), tetapi tidak melanjutkan ke:ienjang pendidikan
berikutnya (SMP/ MTs sederajat, atau S MA/ MA seclera-iat).

b. Tingkat pendidikan tertinggi yang diharapkan dapaL diselesaikan oleh
setiap anak usia 7-18 tahun adalah SMA/MA sederajat. Hal ini sejaian
dengan Program Pendidikan Menengah universal atau rintisan wajib
Belajar 12 tahun.

c. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang
pendidikan khususnya sub urusan manajemen 1:endidikan, maka
kewenangan Penanganan ATS sebagai berikut:

1) Pengelolaan pendidikan menengah dan pe:ndidikan khusus
menjadi kewenangan daerah provinsi;

2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan
pendidikan non-formal menjadi kewerrangan daerah
kabupaten/ kota.

Sasaran penyusunan dokumen rencana aksi daerah dalam
Penanganan ATS adalah:

1. tersedianya data tingkat pendidikan yang ditamatr<an bagi seluruh
penduduk pada 111 lembang dan 40 kelurahan di 21 kecamatan;

2' tersedianya data anak tidak sekolah kelompok umur 7-1g tahun pada
111 lembang, 40 kelurahan di 21 kecamatan pada tahun 2023_2026
baik dari sisi administatif, demografi dan geogrrefis serta faktor
penyebab ATS; dan

3' memastikan renczrna kegiatan dan anggaran pada perangkat daerah
24



terkait dalam hal penanganzrn ATS

dikembalikan ke sekolah baik formal

pencegahan ATS.

yang memastikan untuk
maupun non-formal serta

1.6 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangaa yang menjadi dasar. kebijakan seluruh
upaya dan mekanisme pelaksanaan Penanganan ATS di daerah diantaranya
yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara.Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan

Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia l.ahun 2003 Nomor
78, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonr:sia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor lO4, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tanlrrba}:'an t embaran Negara Republik Indo:nesia Nomor 55g7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang_Undang llembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6g56);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 200g tentang wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Crg Nomor 90);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4g rahun 200g te:ntang pendaaaan

Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 91,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia t,lomor 4g64);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengeloraan

dan Penyelenggaraan pendidikan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5r05) sebagaimana telah diubah dengan

25



Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2A1O t,Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor L12, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

B. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2O2O terkait Rencana Aksi

Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Seiatan Tahun 2A2O Nomor 71);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nonror 4 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Tahun 2010

Nomor 4, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2Arc Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Toraja Utara Nomor 70);

1"1. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nonror 3 Tahun 2CI2L

tentang Rencana Pembangunan Jangka htlenengah Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 202I-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Torqja Utara Tahun 2A2l Nom.or 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomo:r 120).
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BAB II
GAIIIBARAIT U*IUM PENDIDII{AN

2.1. Kondisl Pendidikan

Indikator utama dalam pencapaian akses layanan pendidikan adalah

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni {APM}. Dua

tahun terakhir ini, kedua indikator tersebut menunjukkan peningkatan

yan.g signifikan. Namun demikian, satu tantangan utanna adalah semakin

tingginya usia sekolah, angka partisipasi semakin menurun. Angka

Partisipasi Kasar {APK} dimaknai sebagai Rasio jumlah siswa pada jenjang

pendidikan sDlsMPlsMA atau yang sederajat dibag;i dengan jumlah
penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka APK merrunjukkan tingkat
partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK

merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap
penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang penriidikan. Meskipun

demikian APK merupakan salah satu indikator kinerja utrrma dalam melihat
keberhasilan pembangunan pendidikan yang telah dilakukan Pemerintah
Kabupaten Torqja Utara.

Capaian APM dan APK Kabupaten Torqia Utara tahurn 2A2O-2O22 dapat
dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Angka Partisipasi Murni {APM} dan Angka partisipasi Kasar {ApK}

Menurut JenJang Pendtdikan di Kabupaten ToraJa utara
Tahun 2A2A-2O22

Sumber: 1884 m
un- tml

Berdasarkan data pada Tabel 2.1, APM Kabupaten Tora-ja Utara pada
jenjang SD/sederajat mengalami fluktuasi dimana pada tahun ZO2O berada
pada posisi 98.83, tahun 2O2t 98.88 dan tahun 2A22 lrada posisi 9g.56.
Pada jenjang SMPlseder4iat mengalami peningkatan dari tahun 2O2A pada
posisi 83.03 menjadi 8g.62 pada tahun 2o2t dan pada tahun 2022
meningkat menjadi 84.30. Lain halnya dengan AF,M pada jenjang
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SMA/sedera.jat, pada tahun 2O2O pada posisi 68.77 turun menjadi 68.42

pada tahun 2022.

2.2. lndeks Pendidikan

a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata -iumlah tahun yang

dihabiskan oleh berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua.

jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD

diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat sMp
diperhitungkan lama sekolah selama g tahun, tamat sMA

diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa
memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Pada tahun
2O2O, angka RLS Toraja Utara adaTah 7,96 tahun terus meningkat
menjadi sebesar 8,26 pada tahun 2022, yang berarti secara rata-rata
penduduk di Toraja Utara baru mampu menempuh pendidikan hingga
kelas 8 (kelas 2 SMP). RLS ini memberi dampak langsung pada capaian
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di roraja utar:a. Adapun angka
rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada tabel beriktrt:

Tabel2.2
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten T'oraja Utara

Tahun 2O2A-2O22

Sumber: IPM Provinsi Sulawessi Selatan Tahun 2022, diolah

b. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan
Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah(dalam

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu
di masa mendatang yang dapat digunakan untuk mr:ngetahui kondisi
pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang ctan dihitung pada

usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu
program wajib belajar. Semakin tinggi partisipasi penduduk untuk
bersekolah akan meningkatkan nilai HLS ini. Angke Harapan l,ama
sekolah (HLS) Kabupaten Toraja utara tahun 2o2\ sebesar 13,39.
Artinya, seorang anak saat berusia 7 tahun merniliki harapan atau

Angka Rata-Rata Lama Sekolah 7,96 8.25 8.26
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cukup berpeluang dalam mengenyam pendidikan fcrrmal hingga 13,39

tahun ke depan. Angka 13,39 dapat dikonversi menjadi sekurangnya"

mencapai semester 2 pada perguruan tinggi. Angl^ra HLS Kabupaten.

Toraja Utara terus mengalami peningkatan dari HL,S 2A2O yang pada.

saat itu mencapai 13,38 tahun, dan mengalami peningkatan mencapai

13,41 pada tahun 2A22, angka HLS tahun 2O2A-222 dapat dilihat pada.

Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten ?oraja Utara

Tahun 2A2A-2A22

Sumber: IPM Provinsi Sulawessi Selatan Tahun 2022, diolah

2.3. Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minilmat {SPM} Bldang
Urusan Pendidikan Kabupaten ToraJa Utara

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, lStandar Pelayanan

Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Peleryanan Dasar yang
merupakan Urusan Wqiib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara

minimal. Adapun capaian SPM bidang pendidikan Kabu:paten Tora.ia Utara
tahun 2A22 dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian Standar Pelayanan Minlmal

Dinas Pendidikan Tahun 2AZ2

Angka Harapan Lama Sekolah 13.38 13.39 13.41

Jumlah penduduk usia Z-12 tahun
yang berpartisipasi dalam pendidikan
dasar/ jumlah penduduk usia T-12
tahun

100 98.56

1
Pendidikan
Dasar Jumlah penduduk usia 13-15 tahun

yang berpartisipasi dalam pendidikan
dasar/jumlah penduduk usia 13-15
tahun.

100 84.30
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2
Pendidikan
Kesetaraan

Jumlah penduduk usia 7-18 tahun
yang belum menyelesaikan pendidikan
dasar dan atau menengah yang
berpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan/jumlah penduduk usia
7-18 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan menengah

100 70.00

3
Pendidikan
Anak Usia
Dini (PAUD)

Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam PAUD/jumlah
penduduk usia 5-6 tahun 100 81.48

Sumber: Dinas Pendidikan Toraja lJtara,2022

2.4. Ketersedlaan Sarana Pendidikan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan upaya
dalam mendekatkan akses layanan pendidikan bagr semua anak. Tabel

berikut ini memperlihatkan data jumlah sekolah, guru dan siswa
berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Toraja Utar:a.

Tabel 2.5
Jumlah sekolah, Gunr dan siswa (Negeri dan swa,sta) Tingkat

Pendidilran Anak Usia Dini Berdasarkan Kecamatan T,ahun ZOZA laDzt
dan 2O2L l2OZ2

1 Sopai 8 9 20 23 254 258
2 Kesu' I 10 24 27 193 225
3 Qanggalangi 4 5 10 12 91 144
4 Buntao 8 8 16 18 168 162
5 Rantebua 4 4 9 9 85 78
6 Nanggala 8 9 16 2A 130 L7t
7 Tondon 5 6 L2 16 165 190
8 Tallunglipu 8 9 26 31 300 293
9 R?ntepao 13 l'2 56 54 784 741
10 Tikala 10 11 24 22 188 184
11 Sesean 10 9 26 22 264 21L
t2 Balusu 5 5 1at.) t2 128 t27
13 Sa'dan 9 10 19 26 204 24I
L4 Bangkelekila' -J 3 7 7 55 63
15 Sesean Suloara 6 7 13 19 140 155
16 Kapala Pitu 7 7 18 18 156 138
17

Dende Piongan
Napo 4 7 9 l4 t

82 144
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18
Auran Rante
Karua 6 7 13 15 183 2AA

19 Rindingallo 8 I 2l 20 156 t22
20 Buntu Pepasan 5 5 L6 13 100 131
2l ,Baruppu 6 6 L9 L7 139 L34
Sumber: Kabupaten Toraja Utara Dalam Frngka,2A22

Tabel 2.6
.Iumlah sekolah, Guru dan sissa {Negeri dan swasta} Tingkat Sekolah

DasarlsederaJat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2$za lza21 dan
2oi2112A22

1 Sopai 10 10 116 108 1640 1587
2 Kesu' 11 11 125 120 1588 1582
3 Sanggalangi 8 8 LO2 96 1476 1460
4 Buntao I 9 106 107 L32L L277
5 Rantebua 11 11 95 q5 953 949
6 Nanggala 11 11 108 ta7 r252 1 182
7 Tondon 6 6 75 68 L126 1477
8 Tallungtpu 7 7 116 TL4 1992 2031
9 Rantepao L2 t2 273 274 5030 4986
10 Tikal,a I 9 104 103 t376 t364
11 Sesean 9 I lt4 106 1578 1544
L2 Balusu 7 7 68 72 926 912
13 Sa'dan 20 20 L7L 174 2433 2433
14 ,Bangkelekila 4 4 45 42 745 749
15 Sesean Suloara 6 6 58 59 924 902
16 Kapala Pitu I 8 88 87 q81 954
17

Dende Piongan
I.[apo

8 I 87 78 1087 1 105

18 Awan Rante Karua 6 6 67 67 662 669
1q Rindingallo 10 10 118 119 1126 L076
20 Buntu Pepasan 15 15 169 165 1901 1766
2l Baruppu' 7 I 79 81 1050 982
Sumber: Kabupaten Toraja Utara Dalam angka,2022
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Tabel2.7
Jumlah Sekolah, Gurr dan Siswa {I{egert dan Swa'sta} Tingkat

SIEP/ MTs/ SederaJat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2O2A I 2O2L dan
2O2L 12022

Sumber: Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka,2022

Tabel 2.8
Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa (Negeri dan Swarsta| Tingkat

SMA/ SMKI MAI Sederajat Berdasarkan Kecamatan Tarhun 2A2O I 2O2L
dala 2A2112or22

6s81 Sopai -.) 3 50 44 663

87 96 945 8982 Kesu' 4 4

54t3 Sanggalangi 3 3 48 49 546

4 68 69 762 7274 Buntao 4

5 Rantebua 5 5 60 62 574 534

6 Nanggala 5 5 64 58 684 728
7 Tondon 2 2 49 47 623 608

8 Taliunglipu 4 4 43 44 439 390

I Rantepao 6 6 186 191 3332 3285

10 Tika-la 3 3 61 61 712 678
11 Sesean 4 4 77 72 743 6q0

t2 Balusu 3 3 58 53 574 s83
13 Sa'dan 7 7 96 97 1241 1116

T4 ,Bangkelekila 2 2 46 43 480 562

15
Sesean
Suloara 3 3 46 48 615 592

16 Kapala Pitu 2 2 38 40 576 567

t7 Dende Piongan
Napo 4 4 54 56 616 52s

18 Awan Rante
Karua 3 3 32 33 348 325

19 Rindingallo 3 3 45 45 668 632

20 Buntu
Pepasan 5 5 67 78 1039 961

2r Baruppu' n.) 3 45 47 452 44L
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1 Sopai

2 Kesu' 6 6 111 t07 1341 1343
3 Sanggalangi

4 Buntao 1 1 L7 L7 240 236
5 Rantebua
6 Nanggala 1 1 15 t7 87 63
7 Tondon 1 1 18 18 227 285
8 Tallunglipu 6 6 234 248 4899 5486
I Rantepao 13 13 278 277 5051 4924
10 Tikala 1 1 25 31 517 565
11 Sesean 3 3 99 111 t957 1930
l2 Balusu
13 Sa'dan 1 1 22 25 390 351
l4 ,Bangkelekila

15 Sesean Suloara
16 Kapala Pitu

L7
Dende Piongan
xapq

18 Awan Rante Karua
19 Rindingallo 2 2 68 65 988 999
20 Buntu Pepasan 2 2 39 42 452 424
21 ,Baruppu
Sumber: Kabupaten ?oraja Utara Dalam Angka,2A22
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Tabel 2.9
Data Pusat Keglatan BeIaJar Masyarakat (PKBM|

Di Kabupaten ToraJa Utara

L PKBM ALFA P9962690 PKBM SwasEa TOTALLANG Awan Rante karua 50
2 PKBM At(t(ANG i(AMELOAN P99tJ4532 PKtsM Swasta KAMPUNG KARUNGANGA Lembang Tallu Lolo Kesu C 200
3 PKBM BENTENG MAMULLU P9962668 PKBM SwasEa TIROTIKU Lembang Benteng Mamullu C 100
4 PKBM CENDANA LESTARI P9952646 PKBM Swasta IL. POROS PANGALA MELOSTA Pangala Utara Rindingallo c 80
5 P2965043 PKBM Swasta TO'KARAU' Sesean 30

6 PKBM DUTA P9945662 PKBM Swasta lalan Abdul Gani Nomor 14
Rantepao KELURAHAN MALANGO Rantepao B 70

7 PKBM GANDANG BATU P9970276 PKBM Swasta KARASSSK Lembang Rindingbatu Kesu B 100

B PKBM GEMAKARYA PRIMA P9954275 PKBM Swasta IL. TAGARI LT. 1 KELURAHAN
TACARI

KELURAHAN TAGARI TALLUNG
LIPU Tallunglipu 100

9 PKBM GOSPEL P998'4336 PKBM Swasta IL. SADAN NOMOR 22E TAGARI KELURAHAN TACARI TALLUNG
LIPU Tallunglipu 50

10 PKBM IMANUEL TORAIA P9970124 PKBM Swasta JL. NONONGAN Lembang Nonongan Selatan Sopai B 200
LL PKBM JORDAN P9962649 PKBM Swasta PANGA KELURAHAN BATAN Kesu 50

l2 PKBM LITTLE ANGELIN P9970234 PKBM Swasta ,L, FRANS KARANGAN KELURAHAN TAMPO
TALLUNGLIPU Tallunglipu B 150

13 PKBM MANDIRI P9962669 PKBM Swasta LEMPO Lembang Tonga Riu Sesean Suloara 80
L4 PKBM RATU P9963LO4 PKBM Swasta SARAMBU Lembang Sarambu Buntu 50

15 PKBM SINAR HARAPAN P9952907 PKBM Swasta PASANG LAMBE KEL. PANGALA Pangala Rindingallo 50

L6 PKBM SINAR KASIH P9952630 PKBM Swasta JL. TENGKOSITURU KELURAHAN MENTIROTIKU Rantepao B 200

L7 PKBM SINAR PEPASAN P9962997 PKBM Swasta TALIMBANGAN Lembang Talimbangan Buntu Pepasan 50
18 PKBM SOLA GRACIA P9956954 PKBM Swasba BARANA KELURAHAN BUNTU BARANA Tikala 50

19 PKBM YAYASAN KERAPATAN P9963026 PKBM Swasta TAMPO KELURAHAN TAMPO
TALLUNGLIPU Tallunglipu B 100

Sum Dinas data diolah.
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2.5. Anggaran

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pel.aksanaan progra.m

pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam

penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, tennasuk penjabaran

kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Dalam FIPJMD Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2021-2A26, terdapat 2 program perangkat daerah

bidang pendidikan yang merupakan prioritas penrbangunan dalam

pencapaian visi dan misi disertai pagu indikatif terrget sebagaimana

disajikan pada Tabel 2.LO berikut:
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Tabel 2.lO
Rencana Program Prlorltas Dlsertal Pendanaan Kabupaten ToraJa Utara Tahun 2O2t-2U26

b

7

89,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendidikai

Dasar Dan

penduduk U

Berpartislpasi
Dalam
PeDdldikan

18 Tahun Y

Belum
Menyelesaika
P€ndidikan

7

71,94 100,00 100,00 100,00 10q00

I

100,00 100,00

9

Dinas Pendidikai

Tahunyeng
ndudukU

1.01.02

15 Tahun Y

rtisipasi

P€ngelolaan
Pendidikall

PcndudukU

Dalam
Pendidikan

5'
43,19 100,00

77.925.37 2.103

100,00

42.600_a94_42

100 00

88.201.546.38r

100,00

93.493.639.16

100,00

82.600.894

100,00

439.27 2_s66_4

Dinas P.ndldikar

101.04

Program
Pendidikdan
TenaSa
Xependldik n

Pendidik dan
TenaSa
Kependidikan
YangMernlliki
l(ompet€nsl de

Bers€rtlflkat

35,00 40,00 573.690.178 45,OO 608.111.589 50
644_s9a 2E

55
4 6A3 274.aA 724270.63 60 3_233.944. l(Bims Pendidikar

Sumber: RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 202l-2026
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BAB III
STRATEGI PEITDATAAI{ ANAI( TIDAK SEKOLIIH (ATsl

3.1. Sumber Data

Sumber data untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di

Kabupaten Tor4ia Utara masih menggunakan sumber data yang

dikeluarkan oleh Survei Nasional {Susenas, 2A221. Berdasarkan data

Susenas, jumlah ATS sebanyak 2.474 anak. Disamping; itu, sumber data

lain bersumber dari Data Pokok Kependidikan (Dapodik). Namun dari

sumber data tersebut hanya sebagai data sekunde:r dan tidak bisa

menjawab pertanyaan tentang berapa jumlah (per Kecamatan dan per

Desa/Kelurahan), lokasi, jenjang pendidikan dan alasan utama anak tidak

sekolah. Namun demikian, sumber data tersebut menjadi dasar awal bagi

tim Percepatan Penanganan Anak Sekolah (PPATS) Kabupaten Toraja Utara

dalam mengembangkan rencana aksi kolaborasi dengan sektor lain.

Disisi lain, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal

(Kemendesa PDTT) telah mengembangkan model pendertaan yaitu Sistem

Informasi Pembanguna.n Berbasis Masyarakat Analk Tidak Sekolah

(SIPBM-ATS). Model pendataan ini telah tersinstal pada portal Kemendesa

PDTT sehingga kabupaten dapat mengakses dengan mudah. Model

pendataan tersebut dapat menyediakan informasi tr:rkait anak tidak
sekolah, dimana dia berada ketersediaan data mikro dan sebagai data
primer yang menjadi suplemen untuk melengkapi data sekunder dan data

sektor yang sudah ada dan menjadi milik Desa/Kelurahan atau
Kabupaten/Kota. Sumber data yang teridentifikasi berdasarkan sumber-
sumber data yang ada dapat dilihat $ecara lengkap pada Tabel 9.1
berikut:Tabel 3.1

Sumber Data yang Menjadi Referensi Dalam
Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ppATSl

Berapa Jumlah Anak Tidak Sekolah OTS)
ada di daerah (per kecamatan dan per
desa/kelurahan)?

yang

Dimana lokasi Tempat Tinggal Anak Tidak
Sekolah (ATS) atau keluarga anak yang tidak
bersekola]l?

x
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Apa jenjang pendidikan dan
tingkat pendidikan terakhir yangtelah
diselesaikan ATS?

xApa alasan utama atau penyebab anak tidak
sekolah?
Rekomendasi sumber data pendukung
penyu$rnan Rencans AH Iraerah {RAI)}

x

Sumber: Panduan PPATS Prov. Sulawesi Selatan,2O2l

1. Data Anak Putus Sekolah yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan

(DAPODIK) Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2022

berjumlah 530 anak pada pendidikan SD dan 175 anak pada pendidikan

SMP, dimana data ini merupakan data rutin yang pengisiannya melalui

sistem dan terhubung dengan kementerian pendidikan. Data Dapodik

hanya mengidentifikasi anak yang putus sekolah untuk tingkat.

pendidikandasar saja tanpa diketahui alasannya dan tidak berdasarkan

bg name bg a.d.dress.

2. Data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyirakat Anak Tidak

Sekolah (SIPBM-ATS) yang merupakan uji coba di 4 desa/lembang lokus

melalui server https:/ /sipbm.stilselprou.go.id/ Model pendataan

dilakukan secara sensus (pendataan door to doo;r) di masyarakat.

Walaupun masih 4 desa/lembang, namun telah merrberikan gambaran

bagr kita terkait data anak tidak sekolah pada ringkat kabupaten

sebanyak 89 Anak Tidak Sekolah (ATS) yang datanya berdasarkan

bg name bg address.

Dari beberapa sumber data di atas, teridentifikasi bahwa Sistem

Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang mampu
menjawab jumlah Anak Tidak Sekolah {ATS) yan$ ada di daerah

(perkecamatan dan desallembang), lokasi atau tempat ringgal Anak Tidak

Sekolah (ATS), jenjang pendidikan Anak Tidak Sekolah (ltTS), alasan utama
penyebab Anak Tidak Sekolah (ATS) dan banyak lagi informasi yang bisa

didapatkan di Aplikasi SIPBM-ATS.

Berdasarkan ketersediaan informasi, tim memperlimbangkan untuk
menggunakan data awal Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersumber dari
Susenas tahun 2ot9 dalam pengembanga.n Rencana Aksi Daerah (RAD).
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Disamping itu, model pendataan Sistim Informarsi Pembangunan

Masyarakat (SIPBM) akan menjadi dasar utama tlalam melakukan

pendataan di seluruh desa/lembang dan kelurahan yang akan dimasukkan

sebagai salah satu kegiatan pada Rencana Aksi Daerah, Tim juga sepakat

bahwa data Anak Tidak Sekolah (ATS) bg name bg addiress perlu dimiliki

di semua desa/lembang dan kelurahan sehingga rlata ATS tingkat

kabupaten tersedia.

3,2 Strategi Pendataan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah {PAfSl
Strategi dalam Pendataan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah

dilakukan melalui beberapa cara antara lain:

a. Penggunaan Aplikasi digital berbasis Web dan Android dari

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang bernama Sistem

Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah

ISIPBM ATS);

b. SIPBM ATS menggunakan metode sensus yang unit analisisnya

adalah keluarga {bukan rumah tangga atau individu) yang

menyediakan informasi data mikro (by name by a.dderess).

c. Pendataan menggunakan sumber daya lokal/masyarakat.

desaf lembang dan kelurahan dalam melakukan 1:endataan.

d. Penggunaan dana desa dan sumber dana lerinnya yang tidak:

mengikat dalam melakukan pendataan dan aksi penanganan anak:

tidak sekolah.

e. Penggunaan APBD Kabupaten Toraja Utara pada perangkat daerah

terkait.

3.3 Ketersedlaan Sumber Daya

Pemberdayaa.n sumber daya lokal menjadi h.al utama dalam
Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS). Sumber daya tersebut berupa
penggunaan dana desa dalam sektor pendidikan, tenaga lokal yang di
berdayakan dalammelakukan pendataan, sumbangan su.karela masyarakat,
sumbangan dari sosial responsibility dari perusahaan dan sumber lainnya
yang tidak mengikat. Keterlibatan pemangku kepenti:ngan menjadi hal
utama dalam upaya penanganan anak tidak sekolah. Hal ini didasari bahwa
penanganganan anak tidak sekolah merupakan aksi kolaborasi antar sektor
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dan pemangku kepentingan. Tanggung jawab pemangku kepentingan dapat

dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tanggung Jawab Sektor dan Pemangku Kepentirrgan Terkait

Penanganan Anak Tidak Sekolah

1. Pembentukan tim
PPATS tingkat
Kabupaten

Bappelitbangda Bagian Hukum

2. Pengembangan regulasi
PPATS

Bappelitbangda Dinas lPendidikan
DPML, Bagian Hukum

3. Kepastian €rnggaran
berbasis sektor

BKAD Bappelitbangda

AKSI
I

4. Pengembangan
Rencana Aksi Daerah
dan Sinkronisasi
program dan kegiatan

Bappelitbangda Dinas J?endidikan dan,
DPML, Dinas Sosial,
Dispenndagkop &
UKM, llenaga Kerja
dan Tnmsmigrasi

1. Ketersediaan data ATS Dinas DPML Dinas llendidikan, ,
Dinas l(ependudukan
dan Catatan Sipil

2. Regulasi Penggunaan
Dana Desa

DPML Bagian Hukum,
Bappelitbangda

AI(SI
u

3. Pengembalian Anak ke
layanan pendidikan
formal dan non formal

Dinas
Pendidikan

DPML

1. Kesiapan Iiayanan
pendidikan formal dan
non formal

Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan,
Kementerian
Agama

DPML

2. Kesiapan ketersediaan
progrzrm PIP-KIP

Dinas Sosial Dinas Pendidikan,
Dinas l(ependudukan
dan Catatan Sipil

AITSI
ilI

Dinas
Pendidikan

DPML, Dinas
Perpusrakaan,
Pergunran Tinggl

1. Pendidikan keluarga
ATS/Konseling

Dinas
Pendidikan
DPML

DP3AP2KB
Dinas Siosial

2. Ketersediaan peluang
kemandirian ATS
{keterampilan sosial
dan

Dinas Koperasi,
UKM, ?enaga
Kery'a dan
TYansmigrasi

Bappelitbangda

AITSI
ftr

dunia usaha bagi
kemandirian ATS dan

3. Kemitraan Desa dan

di desa

Dinas Koperasi,
UKM, Tenaga
Kerja dan

Bekerjasama dengan
Pergururan Tinggl

AI(SI
v

Dinas
Perpustakaan

Bersama sektor terkait

4A

AI{SI TARGET CAPAIAS PEITAIT(Xil'lIG
JAUIAB

DUKT'ITGAIT PD
T.ERKATT

3. Pengembangan Inovasi
Pembelqiaran bagi
Anak di
Desa/Kelurahan

1. Pengembangan inovasi
program terkait minat
baca/literasi



Bappelitbangda2. Advokasi

Sumber: Panduan PPATS Prov. Sulawesi Selatan,2O2\

Sedangkan tanggung jawab pemangku kepentingan pada tingkat

kecamatan, kelurahan/desa dapat dilihat pada Tabel 3.3i sslagai berikut:

Tabel 3.3
Tanggung Jawab Pemangku Kepentingran
Tingkat Kecamatan dan DesalKelurahan

Sumber: Panduan PPATS Prov. Sulawesi Selatan,ze?l

1. Pembentukan tim
PPATS tingkat
kecamatan dan
desa/kelurahan

Camat Koordinasi
dengan
desa/kelurahan

AI(SI I

2. Pengembangan
regulasi tingkat
kecamatan dan desa

Camat dan Kepala
Desa/Lurah

1. Tersedianya data
sosial dasar terrnasuk
ATS

Desa/Kelurahan

2. Rekon{irmasi data
ATS

Desa/Kelurahan Pidampingi oleh
kecamatan dan
kabupaten

3. Layanan pendidikan
bagi anak dan remaja
di desa/kelurahan

Desa/Kelurahan

4. Pengembalian anak ke
layanan pendidikan
formal dan non formal

DesalKelurahan

5. Kepastian
ketersediaan data
program PIP-KIP

Desa/Kelurahan

6. Pengembangan
organisasi/kelompok
anak dan remaja

Desa/Kelurahan

AIESI II

7. Kemitraan Desa dan
PKBM

Desa/Kelurahan
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Adapun peran sumber daya dalam penanganan enak tidak sekolah,

dapat juga diuraikan seperli pada Tabel 3.4 sebagai berilrut:

Tabel 3.4
Peran Sumber Daya Dalam Penanganan Anak Tirilak Sekolah

Sumber: Panduan PPATS prov. Sulawesi Selatan,2O2l

1

Sektor terkait
tingkat
kabupaten

. Sebagai inisiator dan inovator

. Memberikan dukungan dalam pening,katan Angka
Partisipasi Siswa dengan cara Datanlf Siswa

. Mengkoordinasikan, mengevaluasi, p,emantauan dan
pelaporan program Penanganan Anak Tidak Sekolah

2 TNr/POLRT
mitra pemerintah daerah mr:Lakukan

pendataan, sosialisasi dan advokasi trovasi pendidikan
baik tingkat kabupaten, kecamatan, dsss dan kelurahan.

. Sebagai

3 Camat ' sebagai koordinator, advokator dan penggerak serta
menjaga kekompakan Tim Desa/ kelu rahan.

4.
Kepala
Desa/Lurah

pemangku keb{jakan ditinglcrt desa, pemegang
irama inovasi. Dengan mengalokasikan anggaran dana
desa untuk melakukan pendataan dan mendukung
program Penanganan Anak Tidak Sekol;ah yang
dituangkan dalam komitmen kerl'a mr:tatui penyusunan
RAD Desa.

. sebagai

5

Tim program
Penanganan
Anak Tidak
Sekolah desa
/kelurahan

. Memberikan pendampingan langsung; terkait inovasi
pendidikan termasuk kegiatan pendaLaan, fasilitasi dan
pendampingan bagi ATS, Kegiatan Minat Bakat
MasyarakatDesa dan Penyusunan RAD Desa.

6.
Pokja
Desa/kelurahan
Sehat

. Pelembagaan program penanganan
sebagai bagian yang terintegrasi dengan program

Artak Tidak Sekolah

kabupaten Sehat dan Penanganan Shmtirry.

7
Tokoh
Masyarakat

dengan memberikan motivasi dan perhatian bagi anak
dan orang tua untuk menyekolahkan anak ke jenjang
yang tinggi.

. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan inovasi

8. Tokoh Agama denganmemberikan motivasi dan perhatian bagi anak
dan orang tua untuk menyekolahkan anak ke jenjang
yang tinggl.

' Memberikan dukungan dal;am pelakseLnaan inovasi

9 CSR dukungan terhadap pendidikan dal;arrr hal
menyekolahkananak yang kurang mampu ke jenjang
yang lebih tinggi.

' Komitmen berkesinambungan dalam rnemberikan
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BA3 tV

ANALISA SITUASI ANAII TIDAK SEKOLI\H

4.1. Data Anak Ttdak Sekolah (ATSI Kabupaten Toraja Urtara

Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Nzrsional (Bappenas)

telah menjadikan isu Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagrai prioritas utama

dalam pembangunan sumber daya manusia. Pada taniggal 23 Desember

2O2O, Bappenas telah melaunching Strategi Penangrnan Anak Tidak

Sekolah dan meminta setiap pemerintah daerah untuk m,enjadikan isu anak

tidak sekolah sebagai prioritas. Strategi Nasional telah memberikan arah

kepada pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten bahwa Penanganan

Anak Tidak Sekolah (ATS) harus dimulai dengan ketersr:diaan data secara

valid dart bg name bg a.ddress, sehingga pemerintah pusat memberikan

kebijakan kepada setiapdaerah untuk melakukan inovasi. Saat ini, data anak

sekolah secara absolut masih merujuk pada angka Susenas tahun 2022

yang diolah oleh UNICEF bersama Bappenas. Data pada Tabel 4,1 berikut

ini merupakan data ATS dari berbagai sumber data yang tersedia di

Kabupaten Torqja Utara.

Tabel 4.1
Data Anak Ttdak Sekolah darl berbagai Sumher Data

yang tereedla di Kabupaten ToraJa Utara

7-12 tahun 285
13-15 tahun 650

Susenas
16-18 tahun 3.338

Menampilkan ,data ATS yang
menunjukkan trend persentase
ATS setiap tahun dan tidak
dapat digurrakan untuk
melakukan intervensi.

SD 530
SMP t75

Dapodik
SMA 484

Menampilkan drata ATS kategori
putus sekolahL, tetapi tidak
menampilkan data yang belum
pernah sekolah serta data lulus
tapi tidak lanjut.

SIPBM ATS 7-1.8 tahun 89

Data tersaji bU name bg
addressbesdrta alasan ATS dan
ABPS dan digunakan untuk
intervensi pengmbalian ATS ke
sekolah formal dan non formal
serta pencegahan ATS.

Sumber: Panduan PPATS Prov. Sulawesi Selatan, diolah
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Berkaitan dengan data pada Tabel 4.L, penanganan Anak ridak
Sekolah (ATS) harus dimulai dengan penyediaan data )'ang akurat terkait
situasi ATS di tingkat desa/kelurahan. Dimana anak perlu diidentifikasi
terkait keberadaan mereka {siapa dan dimana saja mereka} serta mengapa

mereka tidak bersekolah. Seperti telah dikemukakan pada tabel di atas,

sumber data terkait anak tidak sekolah dapat dilihat sec€ra agregat. Namun
data tersebut belum dapat menggambarkan secara nrenyeluruh karena
terbatas pada kelompoktertentu. Kementerian Desa, Penrbangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi bersama UNICEF telah meng:mbangkan sebuah
aplikasi yang disebut Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
(SIPBM) yang merupakan bagian dari Sistim Informasi Desa (SID), dimana
pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat setempat bersama pemerintah
desa. Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekedasama
dengan UNICEF dalam rangka penanganan Ana.k Tidak sekolah
memperkenalkan dan memberikan pendampingan ke kabupaten terkait
pengumpulan data anak tidak sekolah melalui aplikasi SIPBM tersebut.

Dari hasil pendampingan tersebut pada tahap awal, Kabupaten Toraja
Utara melakukan pendataan melalui aplikasi SIIIBM terhadap 4
desa/lembang lokus. Hasil pendataan sebagai m€Lna terlihat pada Tabel 4.2
sebagai berikut:

Tabel4.2
Angka anak ridak sekolah hasil pendataan srpBM ATs

dt Kabupaten Toraja Utam tahun ZOZI|

Sumber : Data SIPBM Torqia lJtara,2022

Berdasarkan Monitoring SIPBM Kabupaten Tora-ja Utara secara online,
ditemukan jumlah Anak Tidak Sekolah usia 7-18 tahun sebanyak g9 anak
dan sebanyak 2.mg Anak Berisiko putus sekolah pada semua jenjang
pendidikan (sD, sMP, sMA) yang dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4.4.

1 Sanggalangi' Buntu [a.bo' 4 3 7 t4
2 Sa'dan Pebulian 2 t2 4 18
3 Sopai Nononsan

Selatafr 7 9 24 40
4 Sesean

Suloara' Suloara' 5 8 4 t7
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Berdasarkan Tabel 4.2, terlihat bahwa 4 lembang yang merupakan

lokus, semua memiliki Anak Tidak Sekolah (ATS) sehingga ini menjadi

perhatian bersama. Namun demikian bahwa data yang terasajikan belum

menggambarkan kondisi Anak Tidak Sekolah pada tingkat kabupaten,

sehingga pendataan di semua lembang sebaiknya dilakukan untuk
mendapatkan data anak bg name bg address berbasis le,mbang/kelurahan.

Dengan data ini, maka interuensi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

akan sangat mudah ditakukan dan tepat sasaran.

4.2. Alasan Anak Ttdak Sekolah

Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak. Hak
wajibdipenuhi dengan keg'asama paling tidak dari orang tua siswa, lembaga
pendidikan dan pemerintah. Pendidikan akan mampu terealisasi jika semua
komponen yaitu orang tua, lembaga masyarakat, pendidikan dan
pemerintah bersedia menunjang jalannya pendidikan. Fenomena yang
tefadi di Kabupaten Toraja Utara banyak anak yang tidak sekolah, dan hal
ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya traik faktor internal
maupun faktor eksternal. Berdasarkan hasil pendataan melalui sIpBM di
4 lembang lokus tahun 2022, diperoreh gambaran alasan anak tidak
sekolah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Angka Anak rtdak sekolah hasil pendataan sIpBM Afs berdasarkan

Kelompok/Alasan di Kabupaten ToraJa Utara ta.hun 2022

1
Bekerja Mendapatkan
Upah 1 2 0 5 8

2 Disabilitas I 3 4 2 10

3
Mengal,ami

0 0 1 0 1

4 Menikah/mengurus
1 2 0

Pendidikan cukup 0 2 0 4

6 1 1 13

Tidak ada biaya 3

2

7

9 18
8 Tidak mau sekol,ah 7 2 5 8 22
9 Lainnya I 0 1 5 7

TotaI 20 L4 L7 38 89
Sumber : Data SIPBM TorEaUWa,2022
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Berdasarkan pengamatan, anak yang putus sekol€rh disebabkan oleh

beberapa falrtor, yaitu ekonomi, minat anak yang kurarLg, perhatian orang

tua rendah, fasilitas belajar kurang memadai dan pandeni covid- 19. Setelah

ditelusuri lebih jauh ternyata anak yang putus sekolah lebih banyak

disebabkan faktor ekonomi, kemudian diikuti secara b€,rturut-turut faktor
minat anak yang rendah, perhatian orang tua yang rendah, fasilitas belajar
yang minim, budaya, ketiadaan sekolah, dan kel.ainan jiwa/cacat.

Selanjutnya pemerintah desa, kabupaten dan pihzrk lainnya dapat
melakukan intervensi sesuai dengan permasalahan yang,lihadapi.

4.3. Kelompok Anak Tldak Sekolah Intervensi
Stranas ATS telah memberikan arah strategi pendekatan dan kelompok

ATS dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS). Strategi tersebut
meliputi:

a. Strategi pencegahan diarahkan untuk memastika:r agar Anak yang
Beresiko Putus Sekolah tetap bersekolah sampai tuntas pendidikan

Dasar dan Menengah 12 Tahun. Berdasarkan data sIpBM berbasis web
Jumlah Anal< Berisiko Putus Sekolah (ABpS) Usia 7_lg Tahun di
Kabupaten Toraja Utara diperoleh jumlah sebanyak 2.OO9 orang yang
berisiko putus sekolah. pada Tabel 4.4 berikut i,i memperlihatkan
Anak Berisiko Putus sekolah Berdasarkan Faktor Risiko, dalam hal ini
data Anak Berisiko putus Sekolah dengan metihat faktor-faktor
penyebabnya dimana satu anak bisa memiliki beberapa faktor risiko.

Tabel 4.4
Angka Anak Berlslko Putus Sekolah Usla 7-1ll Tahun

berdasarkan Faktor Rislko di Kabu aten To a Utarra tahun 2ot22

7

1

Bekerja 0 8 4 19
Berencala
Menghentikan
Pendidikan Anak

2 0 I L2

Bermain Sepanjang Hari 76 1i 38 144 269

Kelan utan Pendidikan
Desa Tidak Memonitor

0 0 4 0
Fasilitas HP 42 7 51 116
Mengasuh Adik 108 81 51 131 37L
Menikah 5 7 11 26
Penyandang Disabilitas 3 4 6 l3 26
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30 10 2
Sekolah Tidak
Memonitor Kelanjutan
Pendidikan

814274 252166L22Sekolah Tidak
Memonitor Proses BDR

349153 3433 129Tidak Ada Kunjungan
Guru ke Rumah

2009553 645363 444Total
Sumber: Data SIPBM Toraja Utara,2O22

b. Strategi Intervensi ditujukan kepada anak yang saat ini tidak

bersekolah ata.u berada di luar sistem pendidikan baik formal,

nonformal maupun informal. Strategi Intervensi bertujuan untuk

menjangkau, mendaftarkan, mengembalikan dan mendampingi ATS ke

dalam program pendidikan atau pelatihan yanig relevan. Proses

pendampingan ATS dapat dilakukan melalui pro€fam retrieual darr

sangat diperlukan untuk memastikan agar ATS dapat melalui proses

transisinya dengan baik dan dapat beradaptasi dengan proses

pembelajaran yang akan diikuti. Terkait dengan kelompok sasaran

ATS, Kabupaten Toraja Utara menyepakati bahwa seluruh kelompok

ATS yang termasuk dalam 4 (empat) kelompok LTS prioritas akan

diintervensi sesuai dengan kebutuhannya.
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BAB V

RTTCANA AKSI DAERAH

PERCEPATAIT pEilAncAnAn aNArr TIDAK SEKOILAIT (ppATSl

5.1. Keglatan

Program Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) di
Kabupaten Toraja Utara disusun berdasarkan hasil dirskusi lintas sektor

dan pengalamarl pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah di
beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Selain itu, PPATS disusun dengan

merujuk pada Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas

ATS) yang memetakan berbagai program dan kebijakarL terkait ATS serta
peran pemerintah dan pemangku kepentingan pusat rlan daerah dalam
penanganan masalah ini. Program ini akan dievaluasi ser:ara berkala untuk
mengetahui keefektifannya dan untukmemaksimalkan capaian indikator-
indikator yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang yang dijelaskan pada
bab sebelumnya, berdasarkan pengalaman pelal,rsanaan program
Penanganan Anak Tidak Sekolah selama ini, terdapat sejumlah komponen
yang menjadi penentu keberhasilan penanganan ATS. Komponen tersebut,
antara lain:

a. Data anak Tidak sekolah yang Akurat, penangaman masalah ATS

harus dimulai dengan penyediaan data yang akurat terkait situasi ATS

di tingkat masyarakat. ATS adalah anak yang berada di luar sistem
pendidikan sehingga data terkait keberadaan mereka (siapa dan dimana
saja mereka) diketahui melalui SIPBM.

b. Komitmen kuat dan pemerlntahan yang baik, percepatan

Penanganan Anak Tidak sekolah hanya bisa dicapai apabila
pemerintah daerah dan jajarannya memiliki komitmen kuat dalam
melakukan aksi nyata untuk menyelesaikan masalah ini. Aksi-aksi ini
dilakukan baik dalam bentuk pengembangan kebijal,an, pengalokasian
anggaran dan penyediaan sumber daya manusia.

c. Pelaksanaan Program, Rencana Aksi Daerah Percepatan penanganan

Anak Tidak Sekolah dilaksanakan melalui program }:egiatan pD terkait
gefoagai bagian dari kegiatan tahunan dari PD tr:rsebut di bawah
koordinasi Bappelitbangda di tingkat kabupaten. Program dan kegiatan
Penanganan Anak Tidak Sekolah harus menjadi b"gi^r, dari dokumen
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perencanaan yang setiap tahun diperbaharui dan dianggarkan melalui

APBD dan APBDesa serta sumber dana lainnya-

d. Kegiatan Pendidikan Alternattf, sebagian besar ATS| adalah anak usia

pendidikan menengah (16-18 tahun) yang putus sekolah selama 2-3

tahun atau bahkan lebih, dan biasanya san:Lgat sulit untuk

mengembalikan mereka ke jenjang pendidikan formal. Oleh karena itu,

diperlukan upaya dan pemikiran inovatif untuk rnembantu mereka

agar dapat memperoleh kesempatan kembali be}{ar melalui jalur

formal, nonformal maupun informal.

e. Mekanlsme troordinasl program, semua pelaksanaan rencana aksi

daerah ini dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi mulai dari

tingkatDesa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Rrsat. Koordinasi ini

dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi pela.ksa-naan kegiatan

di lapangan dan dilaporkan kepada kepala daerah oleh tim Penanganan

Anak Tidak Sekolah.

5.2. Sasaran Rencana Aksi Daerah (RADI

Strategi Nasional Penanganan ATS (Stranas ATS) m.emaparkan situasi

permasalahan ATS di Indonesia. Strategi ini memuat defi.nisi dan kelompok

ATS di Indonesia yang diklasifikasi berdasarkan nomenklatur

pengelompokan sasaran penerima manfaat berbagai progrErm layanan

kebutuhan dasar (termasuk pendidikan) serta program prerlindungan sosial

yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian dan I-embaga

(K/L). Dalam konteks desentralisasi, berdasarkan kewena.ngan dantanggung

jawab serta sumber daya yang dimiliki, Stranas ATS memposisikan

Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupa[enf Kota, sebagai

pemangku kepentingan yang paling strategis untukmengembangkan strategi

dan rencana aksi daerah untuk penanganan Anak Tidak Sekolah yang

disesuaikan dengan kondisi, hambatan dan tantangan yang dihadapi di

daerah.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 ?rrhun 2O2O sebagai

pelaksanaan dari Stranas ATS mengarahkan pemerin'[rah daerah untuk
memastikan sasaran capaian dilakukan secara sistematis dan terukur yang

tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Penan.ganan Anak Tidak

Sekolah dalam upaya pencapaian pendidikan wajib belar 12 tahun.

Disamping itu, upaya dilakukan sebagai bagian dalam upaya peningkatan
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rata-rata lama sekolah. Sasaran tersebut adalah:

1. Anak usia sekolah dasar, sekolah menengah perlama, dan sekolah

menengah atas (7-18 tahun) yang:

a. tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs

sederajat, atau SMA/MA sederajat;

b. putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus

sekolah ketika masih belajar di jenjang SD, SMP, atau SMA);

c. putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang perrdidikan yang lebih

tinggi (transisi dari jenjang SD ke SMP atau d:ri jenjang SMp ke
jenjang SMA).

2. Berdasarkan analisa data SIPBM secara online ;zang dilaksanakan
secara terbatas, Sasaran penerima manfaat berrjasarkan program

Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam sejumlah kebijakan dan
program prioritas Kementerian / trmbaga dari Z kelompok sasaran,
maka pemerintah Kabupaten Toraja Utara fokus padra:

a. Anak yang bekeqia dan pekerja anak
b. Anak penyandang disabilitas

c. Anak yang berhadapan dengan hukum (AIIH)

d. Anak jalanan (Anjal) dan anak terlantar (Antar)

e. Anak dalam pernikahan anak / ibu remaja
f. Kelompok ATS lainnya yang meliputi Hambertan ekonomi dan

Sosialbudaya, Anak yang tidak mau Sekolah (S,3cara ekonomi dan
geografis mampu), pendidikan dan pelatihan tid.ak relevan dengal
kehidupan mereka, Anak dalam situasi rentan, seperli anak_
anak Tenaga Keq'a Indonesia yang tinggal di luar negeri, Anak
dalam situasi bencana, anak-anak yang menjadi korban pelecehan
dan faktor couid- 19.

3. Tersedianya data ATS pada semua lembang dan kelu rahan yang belum
diintervensi dan melakukan penanganan ATS.

4. Peningkatan sinergi dan kolaborasi antar pihak dalam upaya
meningkatkan kesadaran serta komitmen bersama iLalam memastikan
semua anak dan warga di Kabupaten Toraja utara rnendapat rayanan
pendidikan untuk mencapai pendidikan 12 tahun.
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5.3. Jumlah Pendanaan

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak

Sekolah (RAD-PPATS) akan membutuhkan sumber pendanaan yang

signifikan. Sumber pendanaan untuk perencanaan irri bersumber dari

APBN, APBD, APBL, dana CSR perusahaan, dana yayasan, sumbangan dari

masyarakat dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

Kebutuhan pendanaan ini akan difokuskan pada kornponen persiapan,

pelaksanaan, advokasi-komunikasi dan informasi serta monitoring atau

bimtek. Terkait pendanaan dari kabupaten, pembiayaan Penang€rnan Anak

Tidak Sekolah antara kabupaten dengan kecamatan serta desa/kelurahan

dapat diatur berdasarkan mekanisme dan kebijakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pada Rencana Aksi Daerah Percepatan

Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), besaran dana pada setiap

komponen program merupakan estimasi yang akan diupayakan oleh tim

dan sektor terkait untuk mencapai target pendanaan dan indikator program.

Namun demikian, pendanaan tersebut akan dievaluasi setiap tahun. Tabel

5.1" memberikan gambaran program, kegiatan dan anggaran dari berbagai

sektor terkait penanganan ATS.
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Tabel 5.1
Rencana KebiJakan dan Aksi Prorltas Pencegahan dan Penanganan Anak Ttdak Sekolah

di KabupatenToraJa Utara Tahun 2o.22-2ol2s

Bencana kbiiakan dan

llai Prioritas

PenrwranATS

Pm$am Kegiahn TargEt/ fuara[
Rencam Tahun Be{rlan (2023) ftencana (Tahun Berflruhya - 2024) Rencana {Trhun Bellhutnya * 2025} Renanr (Tahun Bedktnya - 2026)

Keterangan

Kduaran

[Oubutl

Keluaran

f0utDu0
Alalraci nrr" Keluaran

toutpull

Sumber

Ihni
Keluaran

[0uhut]
Sumber

Dana

1

Peningkatan akses dan

pemerataar layanar

pendidikar

2T
Pmgram:

Pengelolaan

Pendidilqn

I
Ne{irtar 1;

Pengelolaan Pendidikan

Sekolah Dasar

4 5 6 7I 8I 9I 10I 11I 12I 13 14I 15I 16 17

Slb Kegiatil |

Penplenganan Proses

Belaiar

danUlianbagi Peserta

Didik

5000 anak iurnlah Peserta Didik

yeng Mengikuti

Pmses Belajardan

Uiian

106,000,000 DAU Jumlah Peseta

Didikyang

Mengilarti Prosas

BelaiardanUliar

112,360,000 DAU fumlah Peserta

Didikyang

Mengikuti Pmses

Eelaj*dan U jian

119,101,600 DAU ,umlah Pesefia

Didikyang

Mengikuti Proses

BelajardrnUjian

126,247,696 DfiI

Kegiat n 2 |

Pengelolun Pendidikao

Sekolah Menengah

Peftama

Sub Kogiatal :

Penyelengaaan Proses

Belajar

danlJiianbagi Peserta

Didik

3500 anak Jumlah Peseta Didik

ymgMengihrti

Pmres Belalerden

Ullan

200,000,000 DAU fumlal Peserta

Didikyang

MengilatiPmses

Belajar dan Ujiarr

212,000,000 DAU lurnlah Peserta

Didikyang

Mengikuti Proses

Belaiardan Uiian

224,720,040 DAU fumlah Peserta

Didikyang

Meng&uti Pmses

Belajardan Ujian

224,724,000 DAU

Pengelolaan

PerdidilqnAnak Ush

Dini(PAUD)

Kegiatar ; Pengelolaan

Pendidikan Non

Fomal/Kesetaraan

Sub Xegiatar 1 |

Penyelenggaraan

Proses Belajar

f {onformal/Kesetaraan

80 orang lumlah pesertayang

Mengikuti Pmses

Belajar Mengajar

119,691,450 DAU lurnlah peserta

yang Mengikuti

Proses Belaiar

Meuaar

126872,e37 DAtl lumlah peserta

yan8 Mengiieti

Pmses Belajar

Mencalar

134,485,313 DAU Jumlah peserta

yang Mengilruti

Proses Belqar

Mengaiar

142,554,432 DAi.J

Sub Kegiat{n 2 i

PengelolaanDana BOP

Sekolah

Nonformal/(esdaraan

11 lembaga ]umlah Selolah Non

FomallKesetaraan

yang Mengelola

Dana BOP

1,?08,506,000 APBN fumlah Sekolalr

Non

Formal/Kesetaraan

yang Mengelola

Dana B0P

1,281,016,360 APBN lumlah kkokh
Non

Formrl/lGsehraa

n yang Mengelola

Dana 80P

1,357 ,877,342 APBN lumlah Sekolah

Non

!ormal/Keseurun

yang Mengelola

Dana B0P

1,357,877 ,342 APBN
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[emana Keb{akan dan

llaiPriodtas

knangananAT$

hufam Iftgiahn Taryet/Samran

Remna Tahun Be{alan (?0 23J Renmm ftahun Bed[uhya - 2024J Rencam ftahun Beft unrya - 2 025J Renana (Tahun Berihhrya - 2026)

KeteranganIkluaran

(0n0u0
AlokasiDana $mberDana

Keluaran

(ousu0
AlokasiDana ftmberDlna

I(eluamn

(0ugu$
AhlmsiDam

$mhr
Dam

Keluamn

[0uQut)
AlolmsiDana

Sumber

Dau

1

Peniugkatan akses dan

pemerataan layanan

2

Pmgraml

hmberdayaan

w!lpo6d

kmasyarakahn,

LembapAdatDan

Mmyarakat Hukum

Adat

3I
Kegtatan l

Pembedayaan

wupqEo

(emasyarahhnyang

BerpmkdiBidang

Pemberdayaan Desa

dan l*mbagaAdat

Tiugkd Daerah

I(abupatenlKomsem

Pemberdayaan

MasyarakatHuhm

Addyang }{uyarakat

Pelakunya HukumAdat

yangSamadalan

Daerah

Kabupaten/Koh

4 E 6 7 t 9I 10 luF
I

I

lnI 113

:
14 15 '10 17

Subk$atan

:Fasilihsi Penataan,

Pemberdayaan dan

Pendayagunaan

I{elembagaan lcmbaga

(emayamkahn

Desa/(elurahan IRT,

RW, Pl((, Poslandu,

lPM,dan l(arang

Tamna], Lembaga Adat

Desal(elurahan dm

Masyarakat Hukum

Adat

i,embang llumlairiembang

lyangdifasilimsi

llenauanlfl
Lembaga adatda

masyarakalhukum

ada

19,410,000 OAtI llumiah temlang

lyaru dihsilrtasr

lpenauanittu,

lkmbagaadatdan

lmasyaralut 
hukum

ada

22172pll DAU lembang

LIO,

adat

masyamlut

ada

250,000,000 lembang

dihsilrtasi

Penahan LI(D,

datdan

huhm

25,249,539 DAU
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Reuru[ebiiakandeu

AlsiPrbflhs

PemryuuAIX

Pryam Ihgiahn Taryt/ftmran

kmmTahunBetidanCI023) lemu (Tahun Bedhttya - 202q Renmm flahun hrft tteya - 2025) Remm fiahun Bedkuhrya - 1026]

Ift0mryn(eluamn

f0nbut)
Al*asiDam $mberDam

Ikluann

CIuhutl
AlokasiDana $mterl)am

I(eluaran

t0ubrt)
,4lokasiDana

Sun[er

I}ana

I(eluamn

CIuhut)
,{loka$Dana

fumber

Dam

1

Perenafiaan

2

hryam:I(mrdinasi

danSinhonisasi

Penncanmn

hmhangunanDaerdh

/)

JI
l(egiatan: Kondirasi

PercmanaanBidang

Pemerinhhandan

Pembangunan Manusia

4I 5I 6 I I I 10 11 12I 13I 14 15 16 1tI
$uhJ(rgiatml:

I(mrdinasiPelakattmn

Sinergitas dan

Hamonlsasi

Percncanaan

Pembangunan Daemlr

BrdangPembangunan

Manusia

BLaponn

fumlahLapomn

llasilSinkmnhui

Renstra/funp

dengan

RlCID/RPl[4Dpada

Bidang

Pembaugunan

Marusia

212 000.000 DAU

fumlah laponn

llasilSinkmnisai

RenstralRenla

dengan

RI0D/RPllt{Dpada

Bidang

Pembangunan

Manusia

224n0,000 OAl1

|umlall,apmn

tkilSinkmnbasi

RenshalRenp

denpn

[rpD/RPIMD

pada Bi'dang

Pembangunan

Manusia

?38,?03,?00 DAt]

fumlah tapomn

l{asilSin.htnisai

Remtra/Renp

dergan

RI{PD/RPf|IDpada

Bidang

Pembangunan

[,lanusia

25',t,495,392 DAII

$ub,l(egtutm2:

klakanaan

Monitoringdan

lvaluasi Penyusunan

DohmenPercncanan

Pembangunan

Pemngkat0aemlt

Bidangil,lanusia

SPerangkatDaemh

futnlahhranglot

Daemhyang

Mendapathn

Monitodngdan

[valuuidahm

Penyusunar

Remtm/flenp

Bidang

Pemhangunan

Manusia

53.000 000 DAti

fumiah Pemn$rat

Daetahyang

Mendapadun

Monitofingdan

Evaluasidalam

Penyusunan

Renstralfienp

Bidang

Pembangunan

Manusia

56,180,000 DAU

llunrlah 
lerm8l'ut

lDaerah 
yang

lMendapatlun

Monrtoringdan

[valuaidalam

Penyusunan

Remtra/knp

Brdang

Pembaugunan

Manusia

DAU

llumlahlerangkat

I 
oaeratr yang

ln,t*u,p,t*
lMon'hnngdan

lvaluasidalam

Penyusumn

Remha/[enp

Bidang

Pemhangunan

Manusia

63,123 B4B DAtI
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[errrem l{ohiirLenden

Program I(4iahn Tarpt/Sasaran

Renam Tahun Befalan [2013) Remna (Tahun Bedlorlrya - 2024) fienmna [tahunhrfiruErya - 1025) Remu{ahm Berft uhya - 2026)

AkiPrtuita$

knarpnanAT$
Keluaran

(ou$0
,{lokasiDana $mhrDam

l(eluaran

(0uQuq
AlokasiDam $mberDana

lftluamn

(oupu$
AlokasiDam

Sumber

Dana

lftluaran

(0uhm)
Al*miDam

Sumber

Dana

1

Peneghan ATS drnyang

bercsihoAIS

2

Prugmmr

Psnirykatar l(ualltas

Keluarya

3I
Ift$*an Peningkahn

Kualths l(eluarga

dalam

l\,[ewujudkan

Kesehraan Genderdan

HakAnakTrnfut

Daeralr

lkbupatenlKota

dan Perliudungan Anak

Iftwenangan

Ihbupaten/Kota l

4 E 6 f FEF
11 12 13 14 15 10 17

Sub,lGgiatanl:

,{ivokasiKebrykandan

Pendampingan

thftkMerriuiudkan

Iftsetanan 0ender

dan Perlindungan Anak

Kewenangan

Kabupatenl(ota

ladvokasi
llumlahadvokai
kebiiakandan

pendampingan

untukmewujudkan

kesehnangender

danpedindungan

anak kewenangan

kalupaten/koh

5,700,000 DA!
llumlahadvokar
kebijakandan

pendarupingan

untukmewujudlan

kesehmangender

dau perllnduugan

anakkewemngan

kabupate{kou

i1,742,000 DAtj
llumlalr 

advokai

kebiiakan dan

pendanpingan

untuk

mewujudltirn

kesetaraan

genderdan

perlindungan

anak kewenangan

kabupateni koh

12,146,520 fumlah advokasi

kb4akandan

pendampingan

untukmewujudkan

kesetarugender

dan pediudungan

anak lewenangan

kabupatnlkota

13,935,311

Suh,lft$atan2:

Pengembalgan

Iftgiatan Mayarakat

untukpeningkatat

I(ualitas Keluarga

l(ewenangau

lhbupaten/Kota

r00a/l"
lienentase 

kegutan

u ntuk peningkahn

kuahhs keluarga

10,000,000 DAU Perentase

kegntrnunhrk

penin$rtan

kualihslaluarga

10,000,000

untuk

keluarya

13,000,000 DAt] DAU
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3I
Kegietan r

P€lemhaga{s

pemruhanhakamk
(PtlA) pada lemba&

lerednhh, mn
pererintah, nEdla, datr

dunia usaha

kewenangan

kab upateo/kota

4T 5 6 7 o 9 10 11 12T 13 11I 15T 10

-

1 2

Progremr

Pemnuhao tlak^mk
(PHA)

17

lunldl peseta

Forum Amk dan

iunlah Advokroi

PembeftilGn
Fonm
AmkDremh

25,000,000Sub, Kegiatan r

AdwkffiilcbtdGtrdil
pendamplngil
pemnuhan hak anak

pada lembaga

p€mdntah, mn
pemdntal|, redb,dil
dusla usdha

kewenagan
kabupatenlota

100 oEng anab 10

kelumhan/lenbang

hnm anak

kecamatan, 10

hnm amk

Iumlah pseta
Iomm Ana& dan

irnlah Advolrasi

Pembenhlkatr loNn
Anak Drerdr

25,000,000 DAU T}AU lumlah peserta

Forum Anakdm

lumlah Advoksl
Pembentulon

Fonm
Amk Daemh

36868,960 lunlah peerta

ForumAmkdan

|umlah Advohl
Pembentulcn

Forun
Anak D*mh

35,000,000

Progmn,
PemberdayMn dal
Penln8katan Keluarga

lie,ahbm (KS)

Kegiautrr Pelakanan
Pembugunan l(eluarga

mlalul Pembiffin
Xetahamn dil
Kese,abteraan (eluarya

Sub.tcgietrnr
Pembentul€tr

Kelon$ol Ketahamn

dan

Kselahtemn K€lurBa

IBtna Keluarga

Ballta (8ru), Bina

Keluarga Remaia (BKR),

Pusat lnftmsl dan

Komellng Rem4a

(PIK-R), Bim KeluarEa

l.amh(Bm), Unit

PednglGtan

Pendapabn KeluaBa

s€iahteE {UPPliS} dan

Perbedayatr
0kommi Neluarga)

151 kelompok Iumlah kegiatan

pembentukan

kelompokl€gbtan
BKB,BKI{,PIK

R,BK,,IIPPKS

55,000,000 DAU lunnah bghtan
pembentukan

kelompokkeHiatan

BKE,BI(&PIK

R,EKt,UPPKS

55,000,000 DAU lumlah lcglatar
pembcnilkan

lelonpok
lcgktan
BKB,BKR,PIK

R,EIC,UPPKS

55,o0or0o furrlah keglatan

pembentukan

kclonpoklcgiatil
BKB,B&PIK
R.BTLUPPKS

55,000,000
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Program I{egiatan

Rersna Tahun Beriatan (2023) Rencam fTahun Bedkutnva - 20241 Rencana flahu n Berikutnva - 2 0251 Renene ffahunBerikuhp, - 20261

AkiPrloritas
FemngananATS

IGluaran
aOtrhtrfl Alokasi Dana

Keluarah
,Oulrtrt) AlokasiDana SumberDana

Keluann
f0rtnrrA

fumber
Ihm

IGluaran
fOtrhntl AloftasiDana

Dam

DAU

DAI]



RenomTahun

l(eluaran
llolusiDam Sumbet0am

Keluamn
llokasi Dana $mherDam

l(duaran
llokasiDana

$umber

Dana

I(eluamnPrrym l{egntan Tarptl$amran
llokmiDana

$umber

I)ana

I(etemryanllsihioritrs

4 5 6 7 I I 10 1lI 1
L 3 12 13 u 15 16 17

I&$atan:Rehabilihi

Luar Panti Sosial

Dlsabilik

0asar

Pengemis

Pmgam:

RehabilitmiSorial

penyandang

sprttualdan

dilumpanti

attak

fisilt

13,992,000

dan

fisilt

spritual

diluapan[

mendapat

terlanhryarg

14,831,520

dan

firik

sosral diluar

spritual

15,?2r,411.

diluapanti

tuili

dan

I0$ahn:

Sosial

0rang 16,646,695
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BAB VI

MONITORING DAIT E\TALUASI RTITCANA AKSI DATRAII

Tahapan ini dilakukan dengan merujuk pada indikator dan tahapan
pencapaian indikator pertahun untuk mereview kenrajuan, mengukur

dampak dan mengevaluasi keberhasilan upaya Penanganan ATS di

Kabupaten Toraja Utara.

6.1. Indikator Umum Pencapaian Penanganan Anak Tltlak Sekolah

Setidaknya terdapat 5 {lima) indikator utama kineg'a penang€ulan

ATS di Kabupaten Toraja Utara, antara lain:

1. Indikator pengurangan jumlah Anak Tidak Sek.olah, indikator ini
terlihat pada:

o Menurunnya jumlah ATS minimal 5A o/a clari total hitungan
Susenas tahun 2A22 sebanyak 2.474 anali: (akan dipastikan
perhitungannya) dari kelompok penerima manfaat pada tahun
2026.

o Anak Tidak Sekolah di 4 Desa/Lembang lokus teridentifikasi
dan kembali ke layanan pendidikan dan nrengikuti pelatihan
minimal 50 % pada tahun 2O2A dan tuntas tahun 2024.

2. Indikator keberadaan dan efektilitas program dan kegiatan untuk
penanganan ATS, indikator ini terlihat pada:

t Semua desa dan kelurahan yang belum diinteruensi melakukan
pendataan SIPBM ATS berbasis :masyarakat dan
mengembalikan anak ke layanan pendidikan. formal, nonformal
dan informal pada tahun 2A25.

o Jumlah kegiatan pada setiap sektor terlaksana dalam
memastikan semua anak dan warga nrendapat layanan
pendidikan formal, nonformal dan informal untuk mencapai
pendidikan menengah 12 tahun.

3. Indikator makro pembangunan Kabupaten Toraja utara:
o Indeks Pembangunan Manusia dimana salah komponen

pembentuknya adalah Indeks pendidikan.

4. Indikator SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Torqia Utara tahun
2021-2026, yaitu:

o Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi
dalam Pendidikan PAUD
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r Persentase warga negara usia 7-12 tahun :rang berpartisipasi

dalam Pendidikan Dasar (SDIMI)

o Persentase warga negara usia 13-15 tahun .Fang berpartisipasi

dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)

o Persentase warga negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi

dalam Pendidikan Dasar dan Menengah (SM)

o Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum

menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang

berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B

dan Paket C)

5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan {TPB) Kabupaten

Toraja Utara 202l-2A26, yaitu:

. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/Ml/sederajat

. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni
(APM) SMP/MTs/ sederajat

. Angka Paritisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni
(APM) SM/sederaiat

Meskipun telah diketahui bahwa pengelolaan pendidikan menengah

merupakan kewenangan pemerintah provinsi, tetapi hersil secara agregat

akan menghasilkan angka rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Pengelolaan
pendidikan menengah yang menjadi kewenangan pemeri:ntah provinsi tidak
dapat terlepas dari kinerja dan capaian pengelolaan pendidikan dasar.

Dengan demikian, tidak pada tempatnya membuat dikotomi dan
pemisahan Penanganan ATS berbasis kewenanga.n, tetapi lebih
mengedepankan semangat koordinasi dan harmonisasi ;antara Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Indikator Proses

Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dilakukan drengan beberapa
cara antara lain:

Mengecek laporan hasil pemantauan dan pendampingan;

Mengecek jumlah ATS yang telah dikembalikan ke rrekolah dan
bertahan untuk menyelesaikan Sgendidikan;

Mengecek jumlah ATS yang telah dikembalikan ke sekolah tetapi

a

a
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berpotensi untuk Putus lagi;

r Mengecek jumlah ATS yang belum dikembalikan ke sekolah (gap);

. Mengecek angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama

sekolah;

o Memastikan program dan kegiatan untuk penangalran ATS di SKPD

Kabupaten Torqia Utara dan Pemerintah Lembang be:r1'alan efektif;

. Mengadakan pertemuan resmi dan informal untuk mencari

penyelesaian atas kendala yang dihadapi dan temuan yang diperoleh.

b. Modet Monltorlng dan Evaluasi

Pelaksana evaluasi adalah pihak terkait yang berasal dari Tim

Penanganan ATS Kabupaten Toraja Utara. Pelaksana tin.dak lanjut adalah

para pihak terkait yang berasal dari dalam dan luar tinr penanganan ATS

Kabupaten Toraja Utara yang mendapat mandat untuk nrelakukanberbagai

hal sebagai tindak lanjut evaluasi yang dilakukan sebelumnya. Tim

penanganan ATS Kabupaten Toraja Utara dapat berinisiatif membentuk

"Tim PASTI BERAKSI" di setiap lembang/kelurahan yanig bertugas sebagai

pelaksana evaluasi dan tindak lanjut. Di samping itu, e'raluasi dan tindak

lanjut secara partisipatif dari masyarakat dapat pula dilakukan dengan

melibatkan pihak dewan pendidikan, komite sekolahi, LSM pemerhati

pendidikan dan lainnya.
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BABVII

PENUTTIP

Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Atrak Tidak Sekolah

(RAD-PPATS) Tahun 2023-2026 menggambarkan stratr:gi dan tantangan

utama dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabutrraten Toraja Utara,

hal ini akan ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung
pencapaian target PATS selama periode rencana aksi ini.

ryAD-PPATS merupakan acuan dan upaya. terpadu antara.

Pemerintahan Daerah dan pemangku kepentinga:r di Kabupaten.

Toraja Utara yang didasari bahwa PATS merupakan aksi kolaborasi antar
sektor berdasarkarn peran dan tanggungj awab masing-m:rsing. Keberhasilan.
FATS Lidak ter:lepas dari komitmen yang kuat dari semua pihak dalam hal ini
Pemerintah, Femerintah Daeratr, masyarakat dan dunia usrha.

. RAD-PPATS 
'.ini akan direview dan dievaluersi setiap tahun

berdasarkan pertemuan koordinasi lintas sektor. Temuan-temuan selama.

reuieut akan menjadi rujukan bagi pengembangan kegjatan utama pada
periode berikutnya untuk memastikan pATS di Kabupraten Toraja Utara
mencapai target.

FIAJA UTARA,

i
a

,
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